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KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA SEBAGAI MASYARAKAT PLURAL

((Nur Afifah, 2110112016, Hukum Perdata Mumni , Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2025, 79 Halaman)

ABSTRAK .
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah peraturan yang mengatur aspek-aspek te{kalt
perkawinan di Indonesia, tetapi belum mengatur semua hal yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perkawm?m
antara orang yang berbeda agama. Meskipun pernikahan beda agama sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesw:
tetapi, Undang-Undang ini menycbutkan bahwa pemnikahan harus sesuai dengan hukum agama, dan banyak agama d{
Indonesia melarang pernikahan semacam itu. kemudian Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Admimstrasg
Kependudukan memberikan celah hukum perkawinan beda agama dimana perkawinan tersebut dapat didaftarkan di
pencatatan sipil setelah adanya putusan penerimaan permohonan perkawinan beda agama dari pengadilan, sehingga
penafisran antara undang-undang perkawinan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan saling bertentangan,
Untuk memberikan kepastian hukum dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023 untuk melarang]
perkawinan beda agama di indonesia. Meskipun, SEMA ini di anggap sebagai jawaban dari problematika perkawinan|
beda agama dan di anggap memberikan kepastian hukum, tapi nyatanya kalau dilihat dari sudut pandang yang lain,
SEMA ini masih menjadi pemicu permasalahan hukum di Indonesia, karena negara Indonesia adalah negara pluralisme
dan Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah menjamin kebebasan memeluk agama dan membentuk keluarga sertal
melanjutkan keturanan yang sah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti
Pdalah Pertama, bagaimana kepastian hukum perkawinan beda agama di indonesia? Kedua, bagaimana keadilan hukum|
dalam perkawinan beda agama di indonesia sebagai masyarakat pluralisme?. Untuk menjawab permasalahan diatas
peneliti melakukan penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaituj
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun yang menjadi hasil penelitian
ini ialah perfama, perkawinan beda agama dilarang di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang Undang No 1 Tahun|
1974 Tentang Perkawinan berdasarkan harmonisasi dengan dikeluarkan nya SEMA No 2 Tahun 2023 yang melarang]
mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh hakim. Kedua, keadilan dalam konteks perkawinan|
mengacu pada Pasal 28 Huruf B 28 Huruf E yang menjelasakan kebebasan untuk memeluk agama sesuai kepercayaan dan|
membentuk rumahtangga melalui perkawinan yang sah, tetapi kemudian di jelaskan dalam Pasal 28 Huruf J ayat 2 bahwa|
kebebasan itu dibatas Undang Undang agar selaras dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat,
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LEGAL CERTAINTY OF INTERFAITH MARRIAGE
IN INDONESIA AS A PLURAL SOCIETY

((Nur Afifah, 2110112016, Pure Civil Law, Faculty of Law, University of Andalas, 2025, 79 Pages)

ABSTRACT
Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is a regulation that regulates aspects related to marriage in
Indonesia, but has not regulated all matters relating to marriage, including marriage between people of different religions.
Although interfaith marriages are familiar to Indonesians, this Law states that marriages must be in accordance with|
religious law, and many religions in Indonesia prohibit such marriages. then Law No. 23 of 2006 concerning Population|
Administration provides a legal loophole for interfaith marriages where the marriage can be registered in the civil registry]
after the decision to accept the application for interfaith marriage from the court, so that the interpretation between the;
marriage law and the Population Administration Law is contradictory. To provide legal certainty, Supreme Court Circula
No. 2 of 2023 was issued to prohibit interfaith marriages in Indonesia. Although, this SEMA is considered as an answer to
the problems of interfaith marriage and is considered to provide legal certainty, but in fact when viewed from another
point of view, this SEMA is still a trigger for legal problems in Indonesia, because the Indonesian state is a country of
pluralism and the 1945 Constitution has also guaranteed the freedom to embrace religion and form families and continue
legal descent. Based on this background, the problems studied are First, how is the legal certainty of interfaith marriage in
Indonesia? Second, how is legal justice in interfaith marriage in Indonesia as a society of pluralism? To answer the above
problems, researchers conducted research using normative legal research methods or library legal research, namely
research conducted by examining library materials or secondary data. The results of this study are first, interfaith marriage
is prohibited in Indonesia in accordance with the provisions of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage based on
harmonization with the issuance of SEMA No. 2 of 2023 which prohibits granting applications for registration of
interfaith marriages by judges. Second, justice in the context of marriage refers to Article 28 Letter B 28 Letter E whichl
explains the freedom to embrace religion according to belief and form a household through legal marriage, but then
explained in Article 28 Letter J paragraph 2 that freedom is limited by law to be in harmony with the values and norms|
that exist in society.
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